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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN IURAN WAJIB PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 6 Keputusan
Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian,
Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya
luran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat
Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang
Pengelolaan luran Wajib Pegawai di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang
ASABRI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang
Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan,
Penyetoran dan Besarnya iuran-iuran yang dipungut
dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima
Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 8 Tahun 1977.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENGELOLAAN IURAN WAJIB PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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Pegawai Negeri adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan
TNI.

Gaji adalah suatu penghasilan yang diterima oleh seseorang yang
berdasarkan peraturan yang berlaku.

Gaji Bruto adalah penghasilan seseorang menurut daftar pembayaran
penghasilan yang terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan
isteri/suami dan anak.

Gaji terusan adalah gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang
meninggal, yang diterima oleh ahli warisnya sebesar penghasilan
sesuai ketentuan.

luran Wajib Pegawai yang selanjutnya disingkat IWP adalah iuran
berasal dari potongan atas penghasilan prajurit TNI dan PNS di
lingkungan Kemhan dan TNI setiap bulannya dari Gaji Bruto.

Restitusi adalah penggantian pembiayaan bagi prajurit TNI dan PNS di
lingkungan Kemhan dan TNI beserta keluarganya yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan non Kemhan dan TNI serta
berhak mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang sumber dananya
dari DPK, sesuai persyaratan dan tata cara pengajuan restitusi.

Rekonsiliasi adalah proses mencocokkan data transaksi keuangan
yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pertanggungjawaban keuangan adalah laporan keuangan yang
dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah
sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan dan salah satu tugasnya melaksanakan
pembayaran atas tagihan kepada negara berdasarkan ketentuan.

Badan Keuangan Tingkat | yang selanjutnya disingkat Baku Tk.I
adalah badan pelaksana keuangan tingkat Kemhan dan TNI yang
bertugas menyelenggarakan pembinaan/pengurusan keuangan negara
di lingkungan Kemhan dan TNI yang dijabat oleh Kapusku Kemhan.

Badan Keuangan Tingkat Il yang selanjutnya disingkat Baku Tk.II
adalah badan pelaksana keuangan tingkat Unit Organisasi yang
bertugas menyelenggarakan pembinaan/pengurusan keuangan negara
di lingkungan Unit Organisasi yang di jabat oleh Kapusku TNI,
Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan.

Badan Keuangan Tingkat Il yang selanjutnya disingkat Baku Tk.lII
adalah badan pelaksana keuangan tingkat Kotama/Lakpus yang
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bertugas menyelenggarakan pembinaan/pengurusan keuangan negara
di lingkungan Kotama/Balakpus yang dijabat oleh Kepala Keuangan/
Kepala Dinas Keuangan.

13. Badan Keuangan Tingkat IV yang selanjutnya disingkat Baku Tk.IV
adalah badan pelaksana keuangan tingkat Satker yang bertugas
menyelenggarakan pengurusan dan pelayanan keuangan negara
kepada satu Satker atau lebih yang dijabat oleh Pemegang
Kas/Bendahara.

14. Lembaga Pengawas Independen adalah Lembaga Keuangan berupa
Badan Hukum atau Badan Usaha diluar struktur organisasi
Kemhan/TNI yang bertugas melaksanakan pengawasan atau
pemeriksaan bidang keuangan.

15. Program Pembayaran Pensiun adalah serangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja atau Badan atau Badan Usaha atau
Badan Hukum lainnya yang ditunjuk oleh Menhan untuk melayani
pembayaran pensiun prajurit TNI dan PNS Kemhan.

16. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan adalah Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan

BAB II
IURAN WAJIB PEGAWAI
Pasal 2

(1) luran Wajib Pegawai yang dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari
Gaji Bruto setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:

a. 4,75 % (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk luran Dana
Pensiun (IDP);

b. 3,25 % (tiga koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Hari
Tua dan Perumahan (THT-P); dan

c. 2% (dua persen) untuk Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK).

(2) luran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada
saat pegawai negeri menerima penghasilan pertama sampai dengan
menerima penghasilan terakhir.

(3) (3) Pegawai yang meninggal dunia masih dalam keadaan aktif
dikenakan iuran wajib pegawai hanya untuk DPK sebesar 2% gaji
bruto dari gaji terusan.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang dimutasikan ke instansi lain di luar
lingkungan Kemhan dan TNI, maka hak dana pensiun dan tabungan
hari tua akan mengikutinya dan iuran wajib Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan tidak dipotong pada Kemhan dan TNI.
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Prajurit TNl yang melaksanakan alih status menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mutasi keluar lingkungan
Kemhan dan TNI, maka luran Wajib Pegawai yang bersangkutan tidak
dipotong pada Kemhan/TNI dan selanjutnya kewajiban serta hak-hak
lainnya akan dipindahkan keluar Kemhan dan TNI.

Prajurit TNl yang melaksanakan alih status menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan tetap bertugas di lingkungan Kemhan dan TNI, maka
hak dana pensiun dan tabungan hari tua sebagai Prajurit TNI akan
dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku dan luran Wajib Pegawai
yang bersangkutan akan tetap dipotong sesuai statusnya yang baru
sebagai PNS.

Hak Dana Pensiun dan tabungan hari tua Prajurit TNI yang beralih
status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

IDP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk
menyelenggarakan program pembayaran Pensiun.

IDP sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan untuk
mendapatkan manfaat lebih guna mendukung peningkatan
kesejahteraan Prajurit TNl dan PNS Kemhan.

Bentuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan oleh Menhan dengan melibatkan Panglima TNI dan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan
untuk mendukung:

a. biaya operasional penyelenggaraan program pembayaran
pensiun;

b. bantuan uang muka untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah
bagi Prajurit TNI dan PNS; dan

Ketentuan mengenai pengelolaan IDP dan hasil pengembangannya
diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 5

luran THT-P sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf b
merupakan premi asuransi yang harus dibayarkan oleh Prajurit TNI
dan PNS Kemhan.

luran THT-P sebagaimana dimaksud Ayat (1) dimanfaatkan untuk
menyelenggarakan program Santunan Prajurit dan PNS Kemhan dan
TNI.
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